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ⅣΙen虹nbang:

BUPATI ⅢAROs,

bahⅥra untuk rne1aksanakan ketentuan Pasa120ayat(3)

Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan K1asifikasi Cabang

Dinas dan lJnit Pelaksana Teknis Daerah;

bah踽厂a Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

sesuai dengan nomenklatur Dinas/Badan berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten卜 Iaros Nomor3Tahun2021

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

bahⅥ厂a berdasarkan pertimbangan sebagaiFnana di1naksud

da1am huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan

Bupau tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Daerah sanggar    Kegiatan    Bek刂 ar pada  Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan.

Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1959  tentang

Pembentukan Daerah-daerah Timgkat Ⅱ di su1aⅥ厂esi

(Lembaran Negara Repubhk Indolaesia Tahun1959Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara  Repubhk Indonesia

Nomor1822);

Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran

Negara RepubⅡ k Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Mengingat ∶    1。

b.

C.

2.



3.

4.

Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor

5234),sebagahnana te1ah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15Tahun2019tentang Perubahan Atas Undangˉ

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembeΠ tukan

Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara

Repub1ik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lernbaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor6398)j

Undang¨ Umdang NOmor5Tahun 2014tentang Aparatur

sipi1Negara(1冫 <3mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

lndonesia Nomor5494);

Undang冖 Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemeontahan  Daerah  (L￡ mbaran  Negara  RcpubⅡ k

Indonesia Tahun2014Nomor2449Tambahan Le【 ⒒baran

Negara Republik Indonesia NomoF 5587), sebagai1nana

te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangˉ

Undang Nomor 11 Tah un 2020 tentang Cipta Ke刂 a

(Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun2020Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik 1ndonesia

No1mor6573);

Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang

Adn“ n主 st彐rasi Peme茧 ntahan (Lembaran Negara Repub1ik

1ndonesia Tahun2014 Nomor292 Tambahan Lembaran

Negara RepubⅡ k Indonesia No1nor 5601), sebagaiFnana

te1ah diubah dengam 1Jndang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Ke巧 a (Lembaran Negara Repub1ik

Indonesia Tahun 2020 Nomor245Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor6573);

Peraturan Pemerintah No1nor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagairnana te1ah

diubah dengan Peraturan Pemerintah NomoF 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

5.

6.



Nomor  18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(bαnbaran Negara Repub1ik I且 donesia Tahun2019Nomor

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

NoJmor4602);

7.Peraturan Pemerintah No1nor 11 Tahun 2017 tentang

卜嗄an刽emen PegaⅥ⒎ai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara RepubⅡk Indonesia Nomor 6037),

sebagahnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor17Tahun2020tentang Perubahan Atas Peraturan

PemeⅡntah Nornor 11 Tahun2017tentang Man刽 emen

PegaⅥ厂ai Negeri sipil(Lembaran Negara RepubⅡ k Indonesia

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk1ndonesia Nomor6477);

8.Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan K1asiⅡ kasi Cabang

Dinas dan Unk Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Repubhk1ndonesia Tahun2017Nomor451);

9.Peraturan Daerah Kabupaten lⅥ aros Nomor3Tahun2021

tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten h/Iaros Tahun2021 Nomor

8,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  b/Iaros

Nomor η。

10.Peraturan Bupau Mar。s N。mor 4 Tahun 2022 tentang

Kedudukan,susunan○rganisasi,Tugas dan Fungsi serta

Tata Ke犭 a Dina$ Pendidikan dan Kebud叮aan (Ber扯a

Daerah Kabupaten n/Iaros Tahun2022Nomor4卜

b/Iemperhaukan  ∶ surat Sekrctaris Daerah Provinsi su1aⅥ 厂esi se1atan Nomor

061.1/7458/B,○rtala tangga1 9 November 2017 tentang

Rekomendasi  Pembentukan  Unit  Pe1aksana  Teknis

Daerah.



MEMUTUsKAN:

Menetapkan∶   PERAFUR厶 Ⅱ BUP▲TI tnWTA页G PELIB=WtUⅡAⅢ  UⅢ=T
PELAKsMA TBKJ【 s D厶BRAⅡ  sAWGGAR KDG⒕ 9AⅡ

BEE。AJAR PADA D【 ⅡAs PnWDIDIKAW DAW KnBUDAvAAw。

BAB【

KETBⅡTUAW UⅢUM

Pasa11

Da1aΠ1Peraturan Bupatiini yang di1naksud dengan∶

1. Daerah ada1ah Kabupaten Maros。

2. Pemerintah   Daerah adalah Bupau sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang1nen“ mpin pe1aksanaan urusan pemerintahan

yang σ⒑]r1】∶jadi kewenangan Daerah otonolm.

3. Bupau adalah Bupau ⅣⅠar。s.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Maros.

5. Kepala Dinas ada1ah Kepa1a Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Maros.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah sanggar Kegiatan BelaJar yang se1anjutnya

disebut UPTD sanggar Kegiatan Bel￡刂ar ada1ah Unit Pelaksan8 Teknis

Daerah sanggar Kegiatan BelaJar pada Dinas Pendidikan dan Kebudavaan

Kabupaten h/faros.

7, Kepa1a UPTD sanggar Kegiatan Bek刂 ar adalah Kepa1a UPTD sanggar

Kegiatan Bel刽 ar Kabupaten~Ⅰ aros.

8. Kelompok Jabatan Fungsiona1 adalah unsur pe1aksana kegiatan teknis

berdasarkan bidang keah1ian pada UPTD.

9, Aparatur sip⒒ Negara yang sela蝴 utnya disingkat AsN ada1ah pro贽si bagi

pegaⅥ「ai Jflegeri sipi1dan pegaⅥ厂ai pemerintah dengan pe犭 anjian ke巧 a yang

beke眄a pada instansi pemerintah.

10,P句abat Pembina Kepega哂厂aian yang selanJutnya disingkat PPK adalah

p句abat yang mempunyai ke`1宀 1⒎enangan menetapkan pengangkatall,

pernindahan,  dan  pemberhentian  PegaⅥ 厂ai  AsN  dan  pembinaan

manaJemen AsN di instans1 pemerintah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.



11.P句 abat yang Bebvenang yang sela1△Jutnya disingkat PⅤ B adalah p∈jabat

yang mempunyai ke哂 renangan melaksanakan proses pengangkatan,

pen1indahan,dan pemberhenuan PegaⅥ ⒎ai AsN sesuai denga血 ketentuan

Peraturan Perundang-undangan,

12.standar operasiol△ a1 Prosedur yang sela习 utnya disingkat s0P adalah

pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas peke巧 aan sesuai

dengan fungsi,

13.Tugas ada1ah ikhusar dari fungsi dan uraian tugas.

BAB1I

PEMBENTUKAⅢ

Pasa12

Dengan PeΓaturan Bupau ini dibentuk UPTD sanggar Kegiatan Bel钊 ar pada

Dinas。

BAB1II

KEDUDUKAⅢ

Pasa13

(1)  UPTD sanggar Kegiatan Bek刂 ar sebagahηana d虹naksud da1am Pasa1 2

dipⅡnpln o1eh Kepala UPTD yang berada di ba飞
^Jah dan bertanggungJal几

厂ab

kepada Kepala Dinas,

(2)  UPTD sanggar Kegiatan Bek犭 ar sebagaiFnana dhnaksud pada ayat (1)

metnpunyai wilavah ke1f∶ ja pada seluruh1o^1rila~sah di Kabupaten R,Iaros.

BAB W

sUsUⅢAN ORGAⅢ IsAs【

Pasa14

(1)  susunan organi$asi UPTD sanggar Kegiatan BeI犭 ar sebaga扭nana

dirnaksud dalam Pasa12,terdiri atas∶

a。 Kepala UPTD sanggar Kegiatan Be1Eλ jar;

b。 sub Ba匪an Tata usaha;dan

c。 Kelompok Jabatan Fungsiona1,



(2)  Bagan susunan dan struktur organisasi U PTD sanggar Kegiatan Be1aJar

sebagaiFnana dhnaksud pada盯 at(1), tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupau ini.

BAB V

TUGAs,FUNGsI DAⅢ URAIAN TUGAs

Bagian Kesatu

Kepala UPTD sanggar Kegiatan Be1￡ 讠jar

Pasa15

(1)  UPTD sanggar Ke醛 atan Bek芍 ar sebagaimana d虹naksud da1am Pasa1 4

ayat(1)huruf a,dipi1np主 no1eh Kepala UPTD sanggar Kegiatan Be1钊 ar

yang  mempuny缸   tugas  memimun,  menyusun  keb刂 akan,

mengoordinasikan dan mengaⅥ厂asi pelaksanaan tugas sanggar Kegiatan

Bd刽 ar.

(2}  Untuk lnelaksanakan tugas sebagai1nana d虹naksud pada叮at(1),Kepa1a

UPTD sanggar Kegiatan Bel句 ar melaksanakan fungsi∶

a.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;

b.pengelolaan urusan umum dan adn1inistrasi kepega玑「aian dan

keuangan;

c,pengoordinasian,  pemantauan  dan  pengaⅥ 厂asan  serta  evaluasi

penyusunan program da1am penyelenggaraan sanggar Kegiatan

Bel刽 ar;

d.penge1o1aan, pembinaan kepega飞 汛'aian organisasi dan tata laksana;

dan

e,pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnVa,

(3)  Uraian tugas sebagahnana dirllaksud pada ayat(1),me1ipuu∶

a. menyusu「t rencana ke匪atan UPTD sanggar Kegiatan Bel刽 ar sebagai

pedoman dalar11pelaksanaan tugas;

b.mendistHbusikan dan1nemberi petu11Juk pelaksa且 aan tugas;

c. memantau, rnengaⅥ厂asi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan UPTD sanggar Kegiatan Bel刽 ar untuk mengetahui

pelaksanaan tugas;



d。 menvusun   rancangan,   mengoFeksi,   memaraf   dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e, mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f, mengoordinir penyusunan s○ P sebagai acuan dalam pe1aksanaan

tugas sesuai dengan peraturan agar pemyusunannya dilaksanakan

dengan benar;

g, melaksanakan pembinaan pengelolaan UPTD sanggar Kegiatan

Belε刂ar  sesuai  dengan  peraturan  agar  penye1enggaraannya

dⅡaksanakan dengan ben锇 r;

h.menyelenggarakam  pemeⅡ haraan  dan  pera】口1厂atan  sarana  dan

prasarana UPTD sanggar Kegiatan BelaJar sesuai prosedur dan

bidang tugasnya agar diperoleh hasi1ke眄 a yang benar dan akurat;

i, me1aksanakan pembinaan, pelauhan dan konsultasi, sesuai dengan

dengan aturan yang ada untuk kelancaran pe1aksanaannya;

j. rnenginventarisir perrnasa1ahan yang berhubungan dengan Sanggar

Kegiatan BelaJar serta rnencari alternatif penyelesaian rnasa1ah;

k.melaksanakan monitoring, eva1uasi dan pelaporan secara periodik

sesuai aturan yang ada untuk ke1ancaran pe1aksanaannya;

1。  mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan

evalusi keb犭 akan teknis UPTD sanggar Keg宝 atan Be1ERjar;

m.me血 ye1enggarakan  koordinasi  dan  konsu1tasi  dengan  iembaga

pemerinta纽  atau nonpemeⅡntah da1am rangka menyelenggarakan

tugas dan fLtngsi;

n。 mennai kine]r∶ja pegawˉ ai AsN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan;

o, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD Sanggar

Kegiatan Be1aJar dan1membeokan saran perumbangan kepada atasan

sebaga立 bahan perumusan keb犭 akan;dan

p,menye1enggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan,  sesuai  dengan  bidang  tugasnya  uΠ tuk  mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas.



Bagian Kedua

sub Bagian Tata Usaha

Pasa16

(1) sub Ba昏 an Tata Usaha sebagai1nana dhnaksud dalam Pasa1 4 avat(1)

huruf b,diphnpin oleh Kepala sub Bagian Tata Usaha yang1mempunyai

tugas  me1akukan  adrninistras宝   ketatausahaan,  koordinasi  dan

pengendalian, 1non托 oring dan evaluasi dan pengukuran kine犭 a1ingkup

UPTD sanggar Kegiatan Be1￡
`jar serta penyusunan laporan,

(2) Uraian tugas sebaga讧 nana dirnaksud pada ayat(1),1ne1iputi∶

a.rnenyusun rcncana kegiatan sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman

da1arn pe1aksanaan tugas;

b.rnendistribusikan dan rnemberi petu硒uk pe1aksanaan tugas;

c,memantau, J[nengallasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan sub Bagian untuk rnengetahui pelaksanaan tugas;

d.rnenyusun    rancangan,    mengoreksi,    memaraf   dan/atau

menandatangani naskah di血as;

e.mengiku蛀 rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f.menyusun  s⊙ P  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang冖

undangan sebagai pedoman da1arn pe1aksanaan tugas;

g.me1aksanakan urusan adnlinistrasi kepega飞 ^`aian,kcuangan organisasi
dan  tatalaksana  sesuai prosedur dan  bidang  tugasnva agar

penye1enggaraan terlaksana dengan baik dan benar;

h,melaksanakan urusan penyusunan adⅡ Ⅱ⒑istrasi umum dan rumah

tangga sesuai aturan untuk ke1ancaran pelaksanaannya;

i.melaksanakan urusan penyusunan Iaporan UPTD Sanggar Kegiatan

Be1￡\jar sesuai dengan aturan untuk ke1ancaran pelaksanaan tugasnya;

j.melaksnakan urusan dokumentasi sesuai dengan aturan untuk

kelancaran pe1aksanaannya;

k.rnelaksanakan pengelo1aan barang, asset tetap dan investasi daerah

se$uai dengan aturan untuk ke1ancaran pelaksanaannya;

1.melaksanakan urusan keamanan kantor dan lingkungan sekitar sesuai

dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;

m。 melaksanakan koordinasi dan konsu1tasi dengan lembaga pemerintah

atau nonpemerintah da1an△  rangka menye1enggarakan tugas dan

fungsi;



n.meni1ai kine巧a pegaⅥ「ai AsN sesuai ketelltuan Peraturan Perundang-

undangan;

o。 menyusun1aporan hasi1pe1aksanaan tugas Kepala sub Bagian Tata

Usaha dan memberikan saran perumbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan keb刂 akan;da血

p.1melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan,

sesuai <孟 engan bidang tLtgasnya untuk mendukung ke1anc盯 an

pe1aksanaan tugas.

(3)  Kepa1a sub Bagian Tata Usaha berada dibaⅥ ⒎ah dan bertanggung jawab

kepada Kepa1a UPTD sanggar Ke匪 atan Be1刽 ar,

Bagian Keuga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasa17

Kelompok Jabatan fungsional sebagahnana d扭naksud dalam Pasa14ayat(1}

huruf c,mempunyai tuga姿;rne1aksanakan kegiatan teknis dan adⅡlinistrasi di

bidang keterampi1an dan keah1ian masing-1nasing sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan。

BAB VI

TATA KERJA

Pasa18

(1)  Kepa1a uPTD sanggar Kegiatan Bek刂 ar daIan1 meIaksanakan tugasnya

berdasarkan keb刂akan umurn yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

(2) Kepa1a uPTD sanggar Kegiatan Bel刽 ar w刽ib tuematuhi petu硒 uk dan

bertanggu血 g jaⅥ厂ab kepada Kepala Dinas serta me且 yampaikan laporan

berka1a dengam tepat哂 'aktu,

(3)  seuap1ap。 ran yang d止erhna dari Kepa1a UPTD sanggar Kegiatan Bek刂 ar,

Ⅵ厂ajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan

petu][∶】、:juk leuh la列 ut.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya,Kepa1a UPTD sanggar Kegiatan Be1刽 ar,

Kepala sub Bagian Tata Usaha dan Ke1ompok Jabatan Fung$ional、 vajib

mengadakan rapat koordinasi secara berka1a serta 1⒒ enetapkan prinsip

koord童nasi, integrasi dan sinkronisasi baik da1a∏ 1 1ingkungan masing-

masing antar sattlan organisasi 1ain di luar UPTD sanggar Kegiatan

Be1￡、jar yang secara1angsung1nempunyai hubungan ke犭 a.



BAB VⅡ

PEⅢGAⅡoKATAⅢ DAⅡ PEMBERHEⅢ TIAⅢ DRLAM JABATAN

Pasa19

Pengangkatan dan pemberhenuan da1am jabatan struktura1dan fun￡ 犭sional di

lingkungan UPTD sanggar Kegiatan Bek刂 ar dⅡ aksanakan o1eh P(氵jabat yang

Be3、厂cnang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V【II

KETEⅢTUAN PEⅢUTUP

Pasa110

Pada saat Peraturan BupatL ini rxlulai berlaku,maka Peraturan Bupau l!、
/Ιaros

Nomor 72 Tahtln 2018 tentang susunan dan struktur ○rganisasi, Tugas,

Fungsi dan Tata Ke眄 a Unit Pe1aksana Teknis Daerah sanggar   Kegiatan

Belε闸ar pada  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten h/Iaros (BerRa

Daerah Kabupaten `ξaros Tahun 2018 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan

udak ber1aku.

Pasa111

Peraturan Bupatiini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seuap orang mengetahuinya, memerimtahkan pengundangan Peraturan

Bupau ini dengam penempatannya da1arn Berita Daerah KabupatenˇΙaros,

ω 9’

sYAM

Diundangkan di NIaros

5 二厶n议夕
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